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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat sering berinteraksi satu

sama lain dalam hal apapun. Akib i, saling membutuhkan tersebut timbul

hubungan hukum antara. ali hubungan antara subjek

hukum maupun an

Pasal 1320 yaitu pertama, sepake ang mengikat dirinya artinya para

pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju tanpa adanya paksaan,

1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1457.

2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313.

% Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan 24, (Jakarta: Intermasa, 1992), him. 3.
1



penipuan dan kekhilafan (1321 KUHPerdata). * Kedua, kecakapan untuk
membuat suatu perikatan yaitu yang dibolehkan menurut hukum untuk membuat
perjanjian yang sudah berumur genap 21 tahun (Pasal 330 KUHPerdata) dan
yang sedang di bawah pengampuan. °

Ketiga, suatu hal tertentudmaksudnya dalam membuat perjanjian

objeknya harus jelas (Pasa gempat, suatu sebab yang halal

au yang bertentangan

diberikan calon

h kongumen terlebinydahutu.yPanja

4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1321.
5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 330.
& Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1331 Ayat 1.

7 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1337.
8

konsumen sek an kontrak yang

Boris Tampubolon, “Syarat Sahnya Perjanjian” dari
https://konsultanhukum.web.id/syarat-sahnya-perjanjian/ pada tanggal 29 Agustus 2020.



merugikan sebelah pihak yaitu penyedia jasa. Panjar yang diberikan oleh calon
konsumen sebesar 30% untuk membooking tanggal dan memenuhi keperluan
calon konsumen make up nantinya. Namun waktu yang telah disepakati tidak
terlaksana karena adanya pembatalan yaitu pembatalan sepihak tanpa adanya

pemberitahuan. Membatalkan secara sepihak tanpa adanya

pemberitahuan oleh calo enyebabkan kerugian bagi

ggal yang tidak dapat

U penyedia jasa
make up ya 3 keadaan diluar

dilanjutkan karena salah

° Hasil Wawancara dengan Sri Wahyuni Owner, Kota Banda Aceh pada tanggal 9
Januari 2020 di Banda Aceh.

10 Hasil Wawancara dengan Inda Novia Sari Owner, Kota Banda Aceh pada tanggal 9
Januari 2020 di Banda Aceh.



satu mempelai atau keluarga mempelai pengantin meninggal dunia. Situasi atau
keadaan ini, sama sekali tidak dapat diduga di luar kekuasaan calon konsumen
make up, sehingga pembatalan dapat dilakukan oleh calon konsumen dengan
memberitahukan kepada penyedia jasa make up bahwa perjanjian tidak dapat

dilaksanakan dan panjar yang telah diberikan akan dikembalikan sesuai dengan

kesepakatan bersama.
Pembatalan g a make up yang harus

diakan keperluan

anjian yang telah
dibuatnya, atau berdasa spgguna  jasa/konsumen telah
melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap penyedia jasa. Kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh para pihak didalam perjanjian itulah yang
dinamakan prestasi. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan

baik sesuai dengan perjanjian, pihak tersebut dikataan berada dalam keadaan



wanprestasi yang kemudian menimbulkan hak bagi yang dirugikan untuk
mengajukan tuntutan.*

Dalam Pasal 1517 KUHPerdata menyatakan penyedia jasa dapat
melakukan pembatalan kontrak atau perjanjian apabila pengguna jasa/konsumen
tidak beritikad baik untuk melakuka
dan 1267.? Sedangkan per

bilamana penyedia

embayaran sesuai ketentuan Pasal 1266
menuntut pembatalan kontrak
ya karena kelalaian
480, KUHPerdata. **
ontrak tidak

penyedia ja

rin, dan Mujahid

bin Jabir jual beli atau /eWe , karena dapat menutupi

11 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2006), him. 73.

12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1517.
13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1480.
14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1464.



kerugian yang muncul akibat pembatalan transaksi. Mazhab Hanbali
menggambarkan jual beli sistem panjar sebagai berikut: seseorang membeli
barang, kemudian menyerahkan dirham (uang) kepada penjual sebagai uang
panjar. Jika ia jadi membeli barang itu, maka uang itu dihitung harga barang.

Akan tetapi, jika tidak jadi membe maka uang panjar itu menjadi milik

penjual.®®
at ditinjau berdasarkan

biasa disebut

15 Ibnu Qudamah, Al-Mughni Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), him. 331.

6 Firman Setiawan, “Al-ljarah Al-Amal Al Mustarakah Dalam Perspektif Hukum
Islam”, DINAR, Vol. 01 No. 2, Januari 2015, him. 110

17 Abdurrahman al-Maliki, Potik Ekonomi Islam, (Bangil: Al-1zzah, 2001), him. 139
18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Pasal 298 ayat 2.



terjadi karena telah menemukan penyedia jasa make up yang jauh lebih murah
atau penyedia jasa make up yang lebih bagus dijelaskan dalam Pasal 299
menyatakan akad ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada
penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.!® Dalam KHES Pasal 308 juga

menyebutkan tentang ketentuan ug muka atau panjar yang tidak dapat

dikembalikan lagi oleh pen jadi pembatalan sepihak oleh
calon konsumen,

dibayar tidak

dahulu menjelaskan bagaimana kesepakatan dalam pelaksanaan order pada

wedding organizer. Secara umum, jika konsumen tidak memberikan secara tunai

19 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Pasal 299.
2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Pasal 308 ayat 1-3.



sepenuhnya, pihak WO pasti akan meminta uang panjar lebih dahulu sebagai
tanda jadi sekaligus sebagai modal.

Dalam kasus pembatalan order ini memiliki sikap tindak lanjut yang
berbeda atas status panjar. Pada ZR Wedding Planner, pembatalan panjar terjadi

pada pelaksanaan dari kontrak yang telah dikerjakan. Terjadinya pembatalan

order dapat menimbulkan,k A/O, bisa dalam jumlah yang
kecil maupun besar ak WO dengan sistem
panjar yang besaka A g ang lainnya hal

ini sanga

pengeluaran. Covid-19 seperti

tidak
mengharuskan mengundang banyak orang, maka dari pihak ZR Wedding

sekarang yang mengadakan acara yang
Planner akan menghubungi calon konsumen untuk re-schedule atau menjadwal
ulang tanggal pelaksanaan acara. Pada WO ZR Wedding Planner kerugian dan

konsekuensi yang diterima WO akibat pembatalan order yang dilakukan oleh



pihak konsumen Wedding Organizer yaitu dari segi waktu dan sudah
membooking beberapa vendor untuk acara tersebut. Sehingga pihak WO
terpaksa mengganti kerugian para vendor akibat dari pembatalan tersebut.?*
Berdasarkan kasus yang peneliti paparkan di atas maka pengguna jasa
make up dapat dikategorikan telah
telah beritikad tidak baik
dibuat. Untuk meg

pnggar hak penyedia jasa make up karena

ontrak/perjanjian yang telah
dari wanprestasi dan
pemenuhan ha ar ag, dilakukan oleh
nbahas lebih

pelitian yang

------
|||||||||||||

Islam dan UU No. 8 Tahun
1999 atas pembatalan order oleh pengguna jasa/calon konsumen make up

pada pihak penyedia jasa rias ?

21 Hasil Wawancara dengan Rizky Nadya Owner, Penyedia Jasa Wedding Organizer
kota Banda Aceh pada tanggal 1 Mei 2021 di Banda Aceh.
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C. Tujuan penelitian

Dalam melakukan penelitian ini agar dapat sasaran yang jelas dan sesuai
dengan apa yang ingin peneliti teliti, maka penelitian ini memiliki beberapa
tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji ake up untuk memperoleh

men di Banda Aceh.

eh manusia

anusia lain dan

2. Penyedia Jasa Make
Penyedia jasa make up adalah perseorangan yang kegiatan usahanya
menyediakan layanan jasa make up atau tata rias. Layanan jasa seorang MUA
(Make Up Artist) merupakan pekerjaan yang termasuk kedalam kategori

seniman yang didalam melakukan pekerjaan secara profesional dengan memakai
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wajah sebagai medianya. Pekerjaan sebagai Make Up Artist (MUA) ini cukup
dapat diperhitungkan karena menjadikan keahliannya tersebut sebagai profesi
pendukung karya. Dalam menekuni pekerjaan ini, bukan saja dibutuhkan
kemampuan dalam merias wajah, tetapi juga dibutuhkan social behavior, karena

di dalam pelaksanaannya akan bertg pengguna jasa MUA dengan berbagai

macam perilaku yang berbede

grseorangan yang
asa make up

diri dan

SEU
¥V s FTLTT I |

. 5
REFEE . (ENENEE .

i AR

22 Mardelia Desfrida & Nurlinda, “Analisis Penerapan 7 P Pada Usaha MUA (Sebuah
Kajian Analisis)”, Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi, VVol. 03, No. 1, April 2020, him. 22.

2 https://kbbi.web.id/batal diakses pada tanggal 26 Januari 2021, pukul 20.30 WIB.

24 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), him. 145.



https://kbbi.web.id/batal

12

prestasi yang telah disepakati dengan Penyedia Jasa dalam perjanjian yang
sudah dibuat.

E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang tel@peneliti lakukan, belum ada kajian yang

secara mendetail dan aengarah kepada pembahasan

mengenai “Pemen

e

oleh pihak yang menang maupun yang kalah kepada Ketua Pengadilan Negeri
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dan pelaksanaan putusan dapat dilakukan dengan negosiasi antar para pihak
yang ditengahi oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh.?

Kemudian penelitian lainnya yang dilakukan oleh Lugia Salsabila tahun
2018 mengenai “Pembatalan Order dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada

Wedding Organizer dalam Perspe Ba'i AI-Urbun”. Hasil penelitian yang

telah dilakukan menunjukk dibayar oleh pihak konsumen

pada saat pemesa bila pihak konsumen
membatalkangpess 3 argdmenjadi milik pihak

dialami oleh

% Tia Tasia Zein, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Pemutusan Hubungan
Kerja Sepihak (Studi Lapangan Pengadilan Negeri Banda Aceh, (Fakultas Syari’ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

% | ugia Salsabila, Pembatalan Order dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada
Wedding Organizer dalm Perspektif Ba’i AI-Urbun, (Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).
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oleh 3 faktor yaitu kesalahan teknis (error) pada sistem aplikasi Go-Jek, order
asli, dan adanya order fiktif. 3 faktor tersebut sangat merugikan driver baik segi
tenaga, financial, tidak dapat menerima orderan lain, waktu, dan performa
menurun. Pembatalan sepihak yang terjadi haram dalam hukum Islam dan

melanggar dalam hukum positif. Ka dari adanya pembatalan sepihak sangat

merugikan pihak lain yai i epjelaskan bahwa ijarah (sewa-
menyewa maupun an tanpa seizin pihak

lain karena antara mu’jir

Ur secara khusys tantang sigtemn transe

tidak mengalami kerugia : an sepihak. Perjanjian yang

aturan yang online. maka

dari itu mitra gan hukum agar

dilakukan melalui transaksi elektronik ini merupakan perjanjian yang sah dimata

hukum, namun pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen merupakan

%7 Febyolla Puteri Bianca, Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik
Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go-Food di PT. Go-jek Indonesia-Surabaya, (Fakultas
Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).
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suatu wanprestasi yang dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi
pengendara ojek online namun juga bagi perusahaan penyedia layanan.?®
Selanjutnya penelitian skripsi yang ditulis oleh Hajrina Ismi tahun 2020
“Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan
Sistem Dropship Dalam Perspe ukum Islam (Suatu Penelitian di
il

menunjukkan pad pembatalan sepihak.

Kecamatan Syiah Kuala penelitian  skripsi ini

an kerugian salah

ang akan diteliti.

28 Ratih Oktanevika, Perlindungan Hukum Bagi Pengendara Layanan Jasa Pesan
Antar Makanan Atas Berakhirnya Perjanjian Sepihak Dari Pengguna Aplikasi , (Fakultas
Hukum, Universitas Bangka Belitung, 2019).

2 Hajrina Ismi, Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online
Dengan Sistem Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah
Kuala Banda Aceh), (Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh, 2020).



16

F. Metodologi Penelitian
Pada prinsipmya setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-
data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai

dengan permasalahan yang hendak® dibahas. Metode penelitian merupakan

bagian integral dari tahapas elesaikan penelitian agar

penelitian dilakukag itu perlu dijabarkan
metodologi pe anakan penelitian

nakan dalam

M AR-RANIRY

%0 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2005), him. 37.

31 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),
him. 15.
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Dalam penelitian, pengumpulan data yang berhubungan dengan objek
kajiannya menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan
penelitian lapangan (field research).

a. Penelitian Kepustakaan (library research)

Library research ah sebuah penelitian dengan data

bersumber dari p buku, kamus, majalah, artikel,
jurnal, surat anggap relevan dengan

ini tidak hanya

pembatalan
gengguna jasa
make

3. Tehnik Pengump

32 Mestika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2004), him. 3.
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Pengumpulan data dalam suatu penelitian sangat diperlukan, karena
dengan adanya data sangat menunjang dalam membuat sebuah tulisan. Teknik
pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (interview)

Teknik wawancara 4 (interview) merupakan suatu teknik
pengumpulan data a bertanya langsung kepada
pihak pembe alam bidang yang akan

cara bertanya

tertulis dari penyedia jasa make up serta mencatat setiap variabel yang

33 Muhammad Teguh, Metode Penulisan Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2005), him. 136.
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diperoleh sesuai dengan data yang diperlukan dan juga data-data lain
yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian.

4. Instrumen Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data,_instrumen memiliki kaitan penting dalam

metode pengumpulan data. merupakan alat bantu bagi peneliti

dalam mengump dahkan peneliti untuk
iti juga menggunakan
aingga peneliti

pdengarkan

ini. Soelall & tryid

dari gppeggalafardata tergebuyt ke susun menjadi

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan karya tulis ini,
penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa
sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
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Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi tentang uraian latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian
pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan yang berisi tentang kajian teori yang
memaparkan tinjauan umum tentang perjanjian dan pemenuhan hak penyedia
KUHPerdata, dan UU No. 8

1 pelayanan kebutuhan

dan calon konsumen berdase
Tahun 1999. Melip
Kum, dan syarat-
psumen, dan

M. 1999 atas
Bab ini

pakam—gerditup™ dart b miah yang
dari pembahasan yang digaparkan S

anggap perlu untuk kese

berisi kesi

menyangkut ¢ ini yang peneliti



